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Bisa dikatakan informasi geospasial (IG) saat ini sedang naik 
daun. Peranan IG tidak diragukan lagi, makin merambah ke 
berbagai sektor. IG tidak hanya digunakan untuk memecahkan 

permasalahan teknis fisik sumber daya alam semata, namun telah 
meluas pemanfaatannya di bidang sosial. Bidang Atlas dan Pemetaan 
Sosial - PPTRA, telah diundang oleh berbagai instansi pemerintah 
untuk membahas pemanfaatan IG sesuai kebutuhannya. Sebagai 
contoh pentingnya IG di bidang keuangan, kesehatan, pendidikan, dan 
kebudayaan. Pemerintah dan masyarakat semakin merasakan peran IG, 
baik dalam mendukung tugas dan fungsi suatu instansi pemerintah, 
maupun dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari.

Pada akhir Januari lalu, BIG diundang oleh Sekretariat Nasional 
Keuangan Inklusi (SNKI) agar berkontribusi dalam penyediaan data 
dan IG untuk menyusun aplikasi yang berisi informasi dan jenis 
layanan finansial berbasis spasial. Aplikasi ini untuk mempermudah 
dan dalam rangka lebih mendekatkan layanan kepada masyarakat di 
seluruh Indonesia. Dalam penyusunan aplikasi berbasis spasial tersebut, 
Lembaga SNKI bersinergi antara Lembaga Pemerintah dengan Bank 
Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, World Bank dan Women Bank untuk 
menjawab fakta bahwa masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang 
belum tersentuh oleh jasa keuangan modern. BIG dapat berkontribusi 
dalam penyusunan aplikasi berbasis spasial tersebut.

Peran IG di bidang kesehatan sudah lebih lama termanfaatkan 
dibanding IG di bidang keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir 
ini, BIG telah berkontribusi untuk penentuan lokasi ekosistem yang 
akan dijadikan area pengambilan sampel nyamuk, tikus, dan kelelawar 
dalam riset khusus vektora. Selain itu pada tahun 2015 telah dilakukan 
pemetaan sebaran fasilitas kesehatan di Jakarta berupa sebaran pelayanan 

sosial/BPJS, Puskesmas, dan dokter. Pada pertengahan Februari ini, BIG 
diminta menjadi narasumber dalam pertemuan teknis evaluasi dan 
validasi Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK) di Bogor. 
Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan petugas pengisi ASPAK dari 
seluruh Indonesia tersebut, BIG memberi masukan terkait pemetaan 
sarana dan prasarana alat kesehatan yang tersebar diseluruh Indonesia. 
Pertanyaan peserta cukup menarik terkait spasial dengan ASPAK antara 
lain bagaimana memasukkan data spasial lokasi puskesmas yang belum 
ada di dalam aplikasi, mengapa lokasi puskesmas di aplikasi ASPAK tidak 
sesuai dengan lokasi yang sebenarnya, bagaimana memasukkan data 
kondisi bangunan pada aplikasi tersebut, dan masih banyak pertanyaan 
yang terkait dengan spasial. Hal ini menandakan bahwa petugas 
kesehatan pun sudah mulai sadar pentingnya IG dalam menunjang 
pelaksanaan tugas mereka sehari-hari.

Peran IG di bidang kebudayaan, sudah tidak asing lagi. Sebagai 
catatan, peran BIG (Bakosurtanal) bidang kebudayaan terlihat sejak 
1970an hingga sekarang. Tahun 1970 diawali dalam pencarian jejak situs 
Majapahit di Trowulan dan setelah itu disusun beberapa atlas terkait tema 
sejarah, budaya serta terlibat dalam asistensi RDTR yang mengalokasikan 
situs/cagar budaya sebagai bagian dari kawasan lindung. BIG cukup 
intensif membantu sektor budaya karena sadar Indonesia merupakan 
negara yang kaya akan budaya. IG sangat penting untuk pemetaan 
sebaran lokasi bersejarah dan budaya diseluruh Indonesia. Hal ini 
tidak hanya diperlukan bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
namun juga bagi komunitas terkait sejarah dan budaya serta bagi para 
wisatawan baik lokal maupun asing. Bravo BIG, berkibarlah semakin 
tinggi demi melayani masyarakat yang kian sadar akan pentingnya IG. 
[Niendyawati, 2018]

ISU STRATEGIS &  INFO KEBIJAKAN

CATATAN BERANDA

PPTRA DAMPINGI KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI KE 
PROVINSI SUMATERA BARAT

Diskusi dengan Anggota Komisi VII DPR RI

Komisi VII DPR RI memiliki ruang lingkup dalam bidang 
energi, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup. Pada 
masa reses, Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja 

ke beberapa daerah sesuai ruang lingkup bidangnya. Pada tanggal 19-
20 Februari 2018, PPTRA bersama mitra Komisi VII dari Kementerian, 
Lembaga, dan BUMN mendampingi kunjungan kerja Komisi VII ke 
beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Barat sekaligus bertemu dengan 
stakeholder terkait.

Dalam pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 
disampaikan potensi sumberdaya alam wilayah yang terkenal dengan 
sebutan ranah minang.  Sebagian wilayah Sumatera Barat merupakan 
kawasan hutan, baik hutan lindung maupun hutan konservasi. 
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk melaksanakan 
pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan 
masyarakat dan aspek keserasian lingkungan. Dalam konteks ini, peran 
Informasi Geospasial (IG) yang berkualitas sangat dibutuhkan sebagai 
salah satu bagian penting untuk mendukung perencanaan pembangunan 
berkelanjutan. 

Komisi VII dan tim juga mengunjungi PLTU Teluksirih. Pada 
kesempatan tersebut digambarkan rasio elektrifikasi Provinsi Sumatera 
Barat bagian daratan cukup tinggi mencapai 88%, namun untuk 
Kepulauan Mentawai masih rendah karena kurang dari 50%. Hal 
tersebut  disebabkan aksesibilitas yang sulit dijangkau. Pemerintah 

Sumatera Barat concern terhadap isu energi terbarukan. Saat ini sebagian 
energi listrik berasal dari PLTA dan PLTU yang telah beroperasi, namun 
ke depan potensi listrik berasal dari solar cell, panas bumi, dan mikro 
hidro, terutama untuk kebutuhan masyarakat kepulauan.

Di sela kunjungan kerja, Kepala PPTRA Mulyanto Darmawan 
berdiskusi dengan Anggota Komisi VII DPR RI dari Dapil Nusatenggara 
Barat, Kurtubi. Mulyanto Darmawan menyampaikan rencana 
pengembangan Kawasan Bandarkayangan sebagai kawasan pelabuhan 
global hub, industri, dan pusat pertumbuhan baru di Lombok Utara. 
Hal tersebut sebagai tindak lanjut amanah Bappenas dan DPR RI untuk 
menjadikan Kawasan Bandarkayangan sebagai Kawasan Andalan yang 
diarahkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Bentuk dukungan BIG 
selain dalam penyediaan IG juga berupa kajian model dinamika spasial 
untuk melihat dampak 
secara sosial, ekonomi, 
lingkungan dan perubahan 
lahannya. [Roswidyatmoko 
Dwihatmojo, 2018]

PROGRES ASISTENSI & SUPERVISI
PETA TATA RUANG

Provinsi RTRWP Tanggal Rekomendasi Koord. Asistensi
Gorontalo Gorontalo 2018-01-17 Chintia

Daerah Istimewa 
Yogyakarta

Daerah Istimewa 
Yogyakarta

2018-02-05 Marhensa

Provinsi RTRW Kab/Kota Tanggal Rekomendasi Koord. Asistensi
Jawa Barat Garut 2018-01-18 Fuad

Jawa Timur Nganjuk 2018-02-12 Paksi

Provinsi Kabupaten RDTR Tanggal 
Rekomendasi Koord. Asistensi

Jawa Timur Nganjuk Kertosono 2018-01-24 Suspima

Jawa Timur Nganjuk Nganjuk 2018-01-24 Suspima

Bali Buleleng Celukan Bawang 2018-01-25 Fuad

Jawa Timur Bangkalan Klampis 2018-01-26 Chintia

Sumatera Barat Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh 2018-01-29 Marhensa

Sumatera Barat Padang Pariaman Tiram 2018-02-15 Chintia

Papua Merauke Distrik Kurik 2018-02-26 Anggun

Rekomendasi RTRW Provinsi

Rekomendasi RTRW Kab/Kota

Rekomendasi RDTR

Hasil Rekomendasi Periode Januari - Februari 2018

Rapat Pleno RDTR Distrik Kurik, Kab. Merauke, Provinsi Papua

Rapat Pleno RDTR Tiram, Kab. Padangpariaman 
Provinsi Sumatera Barat

Rapat Pleno RTRW Kabupaten Nganjuk
Provinsi Jawa Timur

Selama hampir satu minggu di bulan 
Februari, Pusat Pemetaan Tata Ruang 
dan Atlas (PPTRA) mendampingi 

anggota DPR RI Komisi VII di dua wilayah. 
Pertama ke Provinsi Sumatera Barat terkait 
isu energi kelistrikan, sumberdaya mineral, 
lingkungan hidup dan riset teknologi. 
Kunjungan berikutnya ke Kabupaten Banyumas 
dalam rangka diseminasi pemanfaatan 
informasi geospasial untuk penataan ruang 
pedesaan dan batas wilayah. Selalu ada hal 
baru yang kami dapat dalam pendampingan 
kunjungan kerja anggota dewan. Hal ini 
menunjukkan betapa data dan informasi 
geospasial di sektor hulu semakin menunjukkan 
perannya. Kasus rasio elektrfikasi di Sumatera 
Barat menyisakan pertanyaan, dari mana asal 
bahan baku batubara, apakah terdukung jalur 
transportasi dan pelabuhan sebagai penghubung 
sehingga efisiensi biaya tercapai? Demikian pula 
konflik batas desa dan persil tanah di wilayah 
Kabupaten Banyumas akibat adanya perubahan 
aliran sungai. Masalah-masalah tersebut 
membutuhkan kepastian data dan informasi 
geospasial.

Pendampingan kunjungan anggota DPR 
menunjukkan bahwa BIG sebagai mitra DPR 
dalam rangka misi “Bersama Menata Indonesia 
yang Lebih Baik” melalui pemanfaatan 
informasi geospasial. Kedekatan secara ilmiah 
dengan anggota DPR menjadi penting, karena 
apapun hasil kegiatan teknis tidak lepas dari 
aspek politis. Penyusunan tata ruang misalnya, 
secara umum terdiri atas tiga proses mulai dari 
proses teknokratis berupa pengkajian dokumen 
pelengkap dan teknis penyusunan, proses politis, 
dan proses sosial berupa konsultasi publik. 
Perkara yang paling sulit terkadang justru pada 
aspek politisnya. Oleh karena itu, tanpa diminta 
pun kami siap mendukung aktivitas DPR secara 
teknis karena lembaga ini mewakili rakyat.

Beberapa hasil lain tetap diraih seperti 
pemberian rekomendasi. Awal 2018, kami 
telah mengeluarkan rekomendasi 11 daerah, 
artinya hampir tiap minggu kami mengeluarkan 
rekomendasi peta tata ruang untuk daerah. 
Sesuai PP Nomor 3/2013 penyusunan peta 
tata ruang wajib divalidasi oleh BIG. Meski hal 
ini terkadang menimbulkan salah persepsi di 
sebagian orang atau sektor yang menganggap 

BIG berperan terlalu jauh dalam hal penyusunan 
tata ruang. Padahal yang kami lakukan adalah 
melakukan pengawalan pada saat penyusunan 
peta rencana tata ruang agar baik dan benar.  
Isu lain adalah kegiatan spasial dinamis yang 
membawa tim teknis spasial dinamis bertemu 
dengan tim ADB membicarakan kemungkinan 
bantuan penyusunan pemetaan dinamika 
spasial sebagai masukan RPJMN 2020-2024.

Demikianlah, Alhamdulillah selama bulan 
Februari 2018, bulan dengan jumlah hari paling 
sedikit namun terisi banyak kegiatan. Biarlah 
kami  berusaha dengan hati senang menuliskan 
berbagai potret kegiatan. Kami berharap anda 
pun dapat membaca dengan senang pula 
sehingga tercipta komunikasi dua arah antara 
kami dan anda. Selamat membaca.  [Mulyanto 
Darmawan, 2018].
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Salah satu peranan strategis wilayah perbatasan adalah sebagai 
wilayah yang berinteraksi langsung dengan negara tetangga 
baik dalam fungsi ekonomi maupun sosial, budaya, hukum, dan 

keamanan. Wilayah perbatasan merupakan beranda depan nusantara. 
Hal inilah yang menjadi alasan utama bagi penulis dalam menyusun 
buku ini.

Penulis membagi bukunya menjadi 6 (enam) chapter, yaitu Chapter I 
Overview Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI), Chapter II Pengembangan Pusat Pertumbuhan 
Di Wilayah Perbatasan, Chapter III Penentuan Lokasi Prioritas 
Pengembangan Ekonomi Wilayah Perbatasan, Chapter IV Model 
Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggulan, Chapter 
V Kondisi Geografis Wilayah Perbatasan Merauke Papua, dan Chapter VI 
Sumberdaya Lahan Wilayah Perbatasan Merauke Papua.

Pada bagian awal buku diulas mengenai permasalahan-permasalahan 
yang dihadapi oleh wilayah perbatasan, landasan kebijakan dan prinsip 
pengelolaan wilayah perbatasan, serta kondisi umum pembangunan di 
wilayah perbatasan.

Pada chapter kedua membahas mengenai teori pusat pertumbuhan dan 
wilayah perbatasan yang kemudian dikaitkan dengan implementasinya 
pada kasus wilayah perbatasan tertentu. Sedangkan pada chapter ketiga 
membahas mengenai konsep kawasan perbatasan dan lokasi prioritas 
serta dihubungkan dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Dan pada 

chapter keempat membahas tentang konsep 
model pengembangan komoditas unggulan 
pada wilayah perbatasan, dimana model 
tersebut diupayakan berdasarkan potensi 
sumberdaya alam di daerah sendiri.  

Selanjutnya pada chapter kelima, 
mengkaji kondisi geografis (kondisi fisik dan kondisi sosial) wilayah 
perbatasan Merauke, Papua. Kondisi geografis tersebut meliputi topografi, 
iklim dan cuaca, zonasi kawasan dan tata ruang, penduduk, potensi 
sumberdaya kehutanan, potensi peternakan, potensi pariwisata, potensi 
sosial budaya, koperasi dan keuangan, pertanian, 
dan potensi unggulan daerah. Kemudian pada 
chapter terakhir, secara spesifik mengkaji 
sumberdaya lahan pada Distrik Elikobel, Sota, 
Merauke, dan Naukenjerai di wilayah perbatasan 
Merauke, Papua.   

Dengan uraian-uraian teori serta kajian studi 
kasus yang disampaikan oleh penulis secara 
komprehensif, buku ini patut menjadi referensi 
bagi seluruh stakeholder pengelola wilayah 
perbatasan maupun bagi para pemerhati, peneliti, 
dan mahasiswa. [Rochmad Budi Santoso, 2018]

PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN NKRI

Judul Buku : PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN NKRI
Penyusun : Lutfi Muta’ali, Djaka Marwasta, dan Joko Christanto 
Penerbit : Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 2014

Pada tanggal 22 Februari 2018, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan 
Atlas (PPTRA) mengadakan Diseminasi Informasi Geospasial 
(IG) dengan tema ”Pemanfaatan IG untuk Mendukung 

Pembangunan Secara Tepat dan Akurat”. Diseminasi dilaksanakan di Desa 
Banjarparakan, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas yang diikuti 
oleh tokoh masyarakat, PKK, karang taruna dan warga masyarakat. Turut 
hadir Dito Ganinduto anggota DPR RI dari Komisi  VII Dapil VIII Jawa 
Tengah. 

Dalam sambutannya mewakili Pemerintah Kabupaten Banyumas, 
Camat Rawalo Agus Anggraito menyampaikan pentingnya peran serta 
masyarakat dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang. Perencanaan 
partisipatif dengan menjaring aspirasi masyarakat perlu dilakukan 
sehingga kebutuhan masyarakat dapat tercapai. Kepala Pusat PTRA, 
Mulyanto Darmawan berharap diseminasi ini dapat memberikan 
informasi kepada masyarakat. Kecerdasan spasial masyarakat sebagai 
modal dalam mendukung pembangunan nasional yang dimulai dari 
pembangunan kawasan perdesaan. Masyarakat desa memiliki hak 
dan kewajiban dalam proses perencaan pembangunan khususnya 
perencanaan tata ruang. 

Anggota Komisi VII DPR RI, Dito Ganinduto menjelaskan peran IG 
untuk pembangunan desa. Komisi VII sebagai mitra BIG mendorong 
penyelesaian pemetaan tata ruang desa sebagai payung hukum 

pemanfaatan ruang. Selain itu, BIG juga berperan dalam pemetaan batas 
desa untuk mencegah konflik batas antar desa. Pada kesempatan tersebut 
juga disampaikan produk BIG antara lain peta NKRI. 

Diseminasi diisi dengan presentasi Pemanfaatan IG untuk Pemetaan 
Tata Ruang Desa dan Batas Desa. Marhensa Aditya Hadi menjelaskan 
tata ruang sebagai produk hukum yang mengatur perencanaan dan 
pemanfaatan ruang. Tata ruang melihat potensi dan permasalahan 
suatu wilayah sehingga dapat ditentukan arahan pengembangannya. 
Farid Yuniar menyampaikan tantangan penyelesaian batas desa, ada 
83.436 desa/kelurahan yang harus diselesaikan. Hal tersebut sejalan 
dengan program Nawacita pemerintah untuk membangun dari kawasan 
pinggiran dalam hal ini adalah desa. 

Diseminasi ini diharapkan memberikan pemahaman kepada 
masyarakat terkait pentingnya IG 
dalam pembangunan. IG merupakan 
bagian tidak terpisahkan dengan 
keseharian masyarakat. Pemerintah 
hadir di tengah masyarakat 
untuk meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam pembangunan. 
[Sri Eka Wati  & Roswidyatmoko 
Dwihatmojo, 2018]

PPTRA BIG LAKSANAKAN DISEMINASI IG DI KABUPATEN BANYUMAS

Pada tanggal 20 Februari 2018 
di sela acara kunjungan kerja 
Komisi VII DPRI RI ke Provinsi 

Sumatera Barat, Kepala PPTRA, Mulyanto 
Darmawan, berkesempatan mengunjungi 
salah satu daerah yang sedang menyusun 
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Lokasi RDTR tersebut berada di 
Kawasan Tiram, Kabupaten Padangpariaman.  RDTR Kawasan Tiram 
merupakan lokasi RDTR pertama yang dikunjungi Kepala PPTRA sebagai 
bentuk komitmen BIG dalam mendukung percepatan penyelesaian tata 
ruang. 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padangpariaman, 
Ir Muswendary, M.Sc. menyampaikan Kawasan Tiram merupakan 
kawasan pendidikan, pariwisata, perdagangan jasa, dan permukiman 
yang terintegrasi dengan prasarana transportasi darat, laut, dan udara 
terutama Bandara Minangkabau. Sebagai catatan, pemanfaatan ruang 
sekitar bandara tersebut cukup cepat sehingga perlu ada pengendalian. 
Sepanjang akses menuju Bandara Minangkabau terjadi alih fungsi lahan 
menjadi lahan terbangun sehingga diperlukan peraturan zonasi sebagai 
instrumen pemanfaatan dan pengendalian ruang. Selain itu, Kawasan 
Tiram juga berada pada daerah rawan bencana tsunami sehingga perlu 
ada pengaturan pemanfaatan ruang yang berbasis bencana. 

Kawasan Tiram mengadopsi konsep aetropolis dimana perkembangan 
kawasan bandara sebagai pusat kegiatan. Berkembangnya kawasan 
bandara dan sekitarnya menjadi pusat aktivitas bisnis akan memicu 
kawasan lainnya ikut tumbuh membentuk klaster bisnis sehingga 
diperlukan keterpaduan antar moda transportasi untuk mendukung 
pengembangannya. 

Mulyanto Darmawan melihat potensi pariwisata Pantai Tiram yang 
potensial didukung aksesibilitas yang memadai. Pantai Tiram memiliki 
potensi pasar/konsumen wisatawan dari penduduk Kota Padang dan 
sekitarnya karena jarak dari Kota Padang yang tidak terlalu jauh. Dalam 
aspek kelestarian wilayah/keruangan yang berkelanjutan, pengambil 
kebijakan dan pengelola pantai perlu  menyediakan area kawasan lindung 
baik berupa sempadan pantai dan sungai serta pemenuhan ruang terbuka 
hijau. Untuk itulah, diperlukan data dan informasi geospasial yang handal 
untuk menghasilkan dokumen dan peta tata ruang yang berkualitas. 
[Roswidyatmoko Dwihatmojo, 2018]

TIM PPTRA TINJAU LOKASI RDTR 
KAWASAN TIRAM 

Resensi Buku

RAPAT PLENO RDTR DAN PERATURAN ZONASI 
KAWASAN TIRAMPotret Kegiatan

Aplikasi e-Atlas Nasional pada tahun 2017 
dikembangkan dari sisi tampilan, performa, 
fungsi/fitur, dan konten. Aplikasi atlas digital 

resmi yang saat ini sudah dapat diakses melalui www.atlas.
big.go.id pada beberapa fitur menggunakan platform ArcGIS 
milik ESRI, salah satunya adalah Atlas Multitema (Web-
Cartography) dan StoryMap. Dari hasil pengembangan, 
terdapat beberapa kendala dan kekurangan yang masih 
muncul, terutama pada tampilan peta digital. Oleh sebab itu, 
pada tanggal 15 Februari 2018, PPTRA mengundang pihak 
PT. ESRI Indonesia dalam diskusi teknis untuk mengevaluasi 
dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan 
yang ada. Sebagai bentuk pelayanan dan kerjasama, PT. 
ESRI Indonesia menyambut baik undangan dari BIG yang 
merupakan salah satu instansi utama pengguna aplikasi 
berbasis ArcGIS. 

Di samping membahas solusi teknis dalam mengatasi 
permasalahan tampilan peta digital, diskusi teknis juga 
membahas mengenati optimalisasi fungsi dan fitur yang 
ada di ArcGIS Portal, yang saat ini sudah dimiliki oleh BIG, 
untuk mengisi konten-konten baru pada aplikasi e-Atlas 
Nasional. Diharapkan dari hasil diskusi teknis ini, aplikasi 
e-Atlas Nasional menjadi lebih baik dari sisi tampilan, 
performa dan memiliki konten-konten baru yang semakin 
inovatif. Tindak lanjut dari diskusi teknis ini, akan diadakan 
workshop singkat yang melibatkan personel bidang Atlas 
dan Pemetaan Sosial 
agar dapat merawat dan 
mengembangkan salah 
satu aplikasi unggulan 
di PPTRA. [Satrio Jati 
Kinantyo, 2018]

DISKUSI TEKNIS PENGEMBANGAN 
APLIKASI E-ATLAS NASIONAL BERSAMA 

PT. ESRI INDONESIA

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan 
Kebudayaan telah ditetapkan oleh pemerintah. Secara prinsip tujuan 
pemajuan kebudayaan antara lain untuk mengembangkan nilai 

luhur budaya bangsa, memperkaya keragaman budaya, memperteguh jatidiri dan 
persatuan bangsa, meningkatkan citra bangsa, melestarikan warisan budaya, dan 
mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga kebudayaan menjadi 
haluan pembangunan nasional. Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai pengawal dari UU tersebut perlu melakukan 
langkah strategis agar semua tujuan tercapai. Salah satunya mengadakan Workshop 
Kebudayaan sebagai bagian dari rangkaian menuju 100 tahun Konggres Kebudayaan 
yang akan dilakukan bulan November 2018. Workshop berlangsung tanggal 22-25 
Februari 2018 di Jakarta, dibuka oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid

Pelibatan semua stakeholder dalam budaya merupakan langkah strategis untuk 
mewujudkan tujuan pemajuan kebudayaan. Untuk itu Workshop Kebudayaan 
menjadi ajang komunikasi efektif yang dihadiri oleh unit pelaksana teknis budaya 
di pusat dan daerah seperti Badan Bahasa, Balai Bahasa, Balai Arkeologi, dan 
Balai Pelestarian Cagar Budaya. Instansi pusat yang hadir antara lain Kementerian 
Kesehatan, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Sosial, KKP, KLHK, BIG, dan 
BPS.

Pemaparan Hilmar Farid menekankan pentingnya kerjasama antar K/L dan 
pemangku budaya di daerah sebab pada zaman now, bekerja sendiri dan pola 
linier sudah tidak mungkin dan hasilnya terbatas/minim. Dalam salah satu slide 
paparannya mengungkapkan perlu ada pembagian tugas memelihara kebudayaan 
yang meliputi perlindungan, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan. Hilmar 
Farid juga mengharapkan peran dari Badan Informasi Geospasial untuk selalu ikut 
serta membantu dalam pemajuan kebudayaan. Dalam paparan yang lain, beliau 
menerangkan bahwa BIG berperan dalam pelindungan terkait lokasi cagar budaya 
dan obyek pemajuan budaya.

BIG yang diwakili oleh PPTRA menyambut baik terhadap pelaksanaan workshop 
kebudayaan ini. Paparan sederhana PPTRA di depan Dirjen Kebudayaan dan 
seluruh peserta dari K/L secara umum menerangkan peran Bakosurtanal/BIG dari 
masa ke masa dalam mendukung pengembangan kebudayaan. Peran tersebut antara 
lain interpretasi foto udara untuk mengungkap situs budaya, pembuatan spesifikasi 

teknis peta sejarah, pembuatan atlas budaya, dan ikut 
serta dalam zonasi tata ruang untuk melindungai cagar 
budaya. PPTRA juga memberikan hasil kegiatan berupa 
Atlas Budaya Edisi Candi yang diterima langsung Hilmar 
Farid. Dalam diskusi teknis, PPTRA memberi saran agar 
format isian data (borang) budaya mencantumkan lokasi 
dan indikasi geografis [Fakhruddin Mustofa, 2018]

PPTRA WAKILI BIG DALAM WORKSHOP KEBUDAYAAN

Rapat Bersama dengan Tim ESRI

Foto Bersama Kadis PU dan Tim

Penyerahan Produk BIG 
Kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas

Pada hari Kamis, 15 
Februari 2018, Pusat 
Pemetaan Tata Ruang dan 

Atlas, BIG kembali mengeluarkan 
surat rekomendasi perpetaan 
yaitu Peta Rencana Detail Tata 
Ruang (RDTR) Kawasan Tiram, 
Kabupaten Padangpariaman. 
Surat ini merupakan rekomendasi 
keenam yang dikeluarkan oleh 
PPTRA - BIG untuk RDTR. Hal ini 
merupakan kemajuan yang cukup 
signifikan, selaras dengan visi dan 
misi percepatan penyelesaian tata 
ruang.

 	 Rapat pleno ini dibuka 
secara langsung oleh Deputi Bidang 
Informasi Geospasial Tematik, 
Dr. Nurwadjedi, dihadiri oleh 
Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas 
PU dan Penataan Ruang Kabupaten 
Padangpariaman beserta staf 
teknis. Dalam sambutannya, Dr. 
Nurwadjedi menyampaikan bahwa 
dalam penyusunan Peta RDTR, 
selain harus memenuhi aspek 
geometris dan kaidah perpetaan, 
juga harus memperhatikan kondisi 
riil terkait aspek lingkungan dan 
manusianya. Hal ini karena Kawasan 
Tiram berada pada lokasi yang 
cukup rentan terhadap bencana 
yaitu terdapat potensi tsunami yang 
tinggi serta dilewati oleh jalur sesar. 

Rapat pleno dilanjutkan 
oleh Dr. Ir. Mulyanto Darmawan 
M.Sc dengan melakukan uji petik 
secara menyeluruh dari sumber 

data hingga album peta. Sebelum 
dilakukan uji petik, tim teknis yang 
selama ini mengawal asistensi dan 
supervisi RDTR kawasan Tiram, 
Chintia Dewi, menyampaikan 
progres Peta RDTR Kawasan Tiram 
secara terperinci. RDTR Kawasan 
Tiram merupakan yang pertama 
diberikan rekomendasi untuk 
Padangpariaman, masih ada dua 
BWP lagi yang akan menyusul yaitu 
RDTR Lubukalung serta RDTR 
Kayutanam. Keduanya masih dalam 
proses asistensi dan supervisi. Secara 
substansi, RDTR Kawasan Tiram 
merupakan prioritas mengingat 
terdapat fasilitas umum dan sosial 
penting yang diatur didalamnya 
seperti bandara, asrama haji serta 
pelabuhan. 

Pada proses uji petik, pimpinan 
rapat, Dr. Ir. Mulyanto Darmawan 
M.Sc menyampaikan beberapa 
pertanyaan serta masukan dan 
salah satunya yaitu terkait RTH, 
pembagian blok serta kawasan 
rawan bencana. Setelah dilakukan 
diskusi, akhirnya rekomendasi peta 
RDTR Kawasan Tiram diberikan 
langsung oleh Kepala PPTRA, 
Dr. Ir. Mulyanto Darmawan 
M.Sc kepada Sekretaris Daerah 
Kabupaten Padangpariaman. 
Keesokan harinya, Kepala PPTRA 
dan tim teknis BIG melakukan 
tinjauan lapangan di Kabupaten 
Padangpariaman bersamaan 
dengan kegiatan lainnya. [Chintia 
Dewi, 2018]

Atlas Budaya untuk Dirjen Kebudayaan


